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SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
Terwujudnya Proses Peradilan | a.Persentase sisa perkara TUN yang 100 %
yang Pasti, Transparan dan diselesaikan :
Akuntabel
b. Persentase perkara TUN yang 100 %
diselesaikan tepat waktu :
c. Persentase Putusan Perkara yang Tidak
Mengajukan Upaya Hukum :
Banding 80%
Kasasi 802@
PK 80%
d. Index Kepuasan Pencari Keadilan 100 %
Peningkatan Efektivitas a. Persentase salinan putusan perkara 100 %
Pengelolaan Penyelesaian perdata yang dikirim kepada para pihak
Perkara tepat waktu
b. Persentase berkas perkara yang 100 %
dimohonkan Banding, Kasasi dan PK
yang diajukan secara lengkap dan tepat
waktu
c. Persentase putusan perkara yang 100 %
menarik perhatian masyarakat yang
dapat diakses secara online dalam
waktu 1 hari setelah perkara diputus
Meningkatnya akses peradilan | a. Persentase perkara prodeo yang 100 %
bagi masyarakat miskin dan diselesaikan
terpinggirkan b. Persentase pencari keadilan golongan 100 %
tertentu yang mendapat layanan
bantuan hukum (Posbakum)
Meningkatnya kepatuhan Persentase putusan perkara TUN yang 100 %
terhadap putusan pengadilan ditindaklanjuti (dieksekusi)
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perhatian masyarakat (sengketa
pemilu) yang dapat diakses secara
lengkap dan tepat waktu 1 hari
sejak diputus

1. | Terwujudnya Proses Peradilan | a. Persentase sisa perkara yang 100 Program Dukungan | Pembinaan Penyelenggaraan 1Thn 5.717.963.000
yang Pasti, Transparan dan diselesaikan Manajemen  dan | Administrasi  dan | Operasional
Akuntabel . Persentase perkara yang | ., Pelaksanaan Tugas | Pengelolaan Perkantoran dan

diselesaikan tepat waktu Lainnya Mahkamah | Keuangan  Badan | Non Operasional
. Persentase Penurunan sisa perkara 100 | Agung Urusan Satker Daerah
. Persentase Perkara yang tidak Administrasi
Mengajukan Upaya Hukum:
Banding 30
Kasasi 30
PK 30
. Index Responden pencari keadilan
yang puas terhadap layanan 100
peradilan
2. Peningkatan efektifitas . Persentase salinan putusan yang 100 Program Pengadaan Sarana | Pengadaan 1Thn 41.316.000,-
pengelolaan penyelesaian diterima oleh para pihak yang (I;enlngkatan Sarana | yo. prasarana di | 22rana dan
an Prasarana | " PrasaranaPenduk
perkara tepat waktu Aparatur Lingkungan ung SIPP
. Persentase perkara yang 100 Mahkamah Agung | Mahkamah Agung
dimohonkan banding, Kasasi dan
PK yang diajukan secara lengkap
dan tepat waktu
. Persentase putusan yang menarik 100




o Mf?inggam,‘{,? Aksesk P Persentase perkara prodeo | 100 | Program Peningkatan PeIaksI;anagan berk 41.316.000,-
eradilan bagi Masyaraka . . . - penyelesaian Perkara
Miskin dan Terpinggirkan yang diselesaikan Penmgkatan Man;‘ajemen TUN melalui
Manajemen Peradilan TUN pembebasan Biaya
Peradilan TUN perkara
. Persentase Pencari Keadilan 100 Jumlah Layanan Pos
Golongan tertentu yang Bantuan Hukum
mendapat Layanan Bantuan
Hukum (Posbakum)
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap |3, persentase putusan perkara TUN yang 100
Putusan Pengadilan ditindaklanjuti
Peningkatan kualitas pengawasan . Persentase pengaduan masyarakat yang 100 Program Pembinaan penyerengga raan 5_717_963_000'_
ditindaklanjuti .. . .
Dukungan Administrasi dan Operasional
Manajemen dan Pengelolaan Perkantoran dan non
- Persentase temuan hasil pemeriksaan 100 | Pelaksanaan keuangan Badan operasional satker
eksternal yang ditindaklanjuti
Tugas Urusan daerah
Peningkatan kualitas SDM Persentase pegawai yang lulus diklat 100 Teknis Lainya Administrasi
teknis yudisial Mahkamah Agung

Persentase pegawai yang lulus diklat non
yudisial

Persentase pejabat yang lulus mengikuti

fit dan proper test dalam rangka promosi
jabatan
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